BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menganalisa pengaruh keadilan, ketepatan
pengalokasian, tarif pajak, dan diskriminasi terhadap tindakan
penggelapan pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan
yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama,
keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal
ini mengindikasikan bahwa setinggi apapun tingkat keadilan dalam
suatu negara tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam
memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak benar.
Kedua, ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap tindakan
penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa setepat apapun
pengalokasian pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak
akan mempengaruhi sikap wajib pajak untuk tidak melakukan
tindakan penggelapan pajak.

Ketiga, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan
penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan
tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan
walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah. Keempat, diskriminasi
berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Semakin
tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku
penggelapan pajak akan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan

bahwa diskriminasi memiliki pengaruh dalam suatu kondisi tertentu.
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Maksudnya apabila wajib pajak merasa terdiskriminasi atas agama,
ras, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah yang memberatkan wajib

pajak tertentu, maka tindakan penggelapan pajak akan dianggap benar.

5.2 Keterbatasan
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya
menggunakan kuesioner, sehingga jawaban yang diberikan
belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama
Mulyorejo Surabaya, sehingga hasil penelitian ini dirasa
kurang maksimal, karena semakin terbatasnya ruang lingkup
penelitian kemungkinan responden untuk mengisi dua kali
kuesioner bisa saja terjadi, sebab wajib pajak yang datang ke
KPP sangat banyak, terkadang seminggu bisa sampai dua kali.
Selain itu, kemungkinan juga akan terjadi perbedaan hasil bila
dilakukan di tempat lain.

3. Berdasarkan hasil perhitungan adjusted R square masih
terdapat 65,4% faktor lain diluar penelitian yang
mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai tindakan

penggelapan pajak.
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5.3 Saran
Berikut beberapa saran yang dapat diberikan bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah alat
pengumpulan data lainnya, tidak hanya menggunakan
kuesioner saja tetapi juga perlu melakukan wawancara secara
langsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang
lebih akurat dari para responden mengenai alasan mengapa
mereka memilih jawaban tersebut.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah
penelitian, bukan hanya di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya
saja, namun dapat diperluas di KPP lainnya yang ada di
wilayah Surabaya, sehingga diperoleh hasil penelitian yang
lebih maksimal. Artinya dengan semakin luasnya wilayah
penelitian akan mempermudah peneliti untuk menemukan
responden yang berbeda dan kemungkinan terjadinya
pengisian dua kali dapat dihindari, karena menurut
pengalaman peneliti seringkali menemukan dua atau lebih
orang yang sama datang ke KPP.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel
independen lainnya yang dapat mempengaruhi persepsi wajib
pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Misalkan,
variabel teknologi dan informasi perpajakan, pemahaman
perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan lain sebagainya,
seperti variabel independen pada penelitian sebelumnya (Sari,
2015 dan Ardyaksa, 2014).
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